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Tenaga listrik adalah sumber dayayang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan
keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) secaratunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan
klasifikasi usaha sgenis. Ketiadaan opsi memilih jasalayanan distribusi tenaga listrik menjadikan konsumen
rentan untuk dirugikan kendati hak-haknya telah dijamin pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
Salah satu bentuk kerugian konsumen adalah ketidaksesuaian pemberian arus daya listrik dengan Tingkat
Mutu Pelayanan serta pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan standar operasional.
Belum adanya pedoman untuk memberikan mekanisme ganti kerugian pada arus daya listrik yang tidak
sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan membawa kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan metode
penelitian deskriptif-normatif, skripsi ini menganalisis ketentuan hukum pelindungan konsumen
ketenagalistrikan, pengawasannya, implementasi putusan pengadilan serta pertanggungjawaban PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari hasil analisis didapati bahwa Pemerintah Indonesia harus
memberikan kompensasi yang layak dan mengoptimalkan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dari
jual beli tenagalistrik.

...... Electric power isavital resource where its procurement has a high level of complexity and security. The
mandate for the distribution of electric current in Indonesiawas given to PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) singly so that in the field there are no competitors with similar business classifications. The
absence of an option to choose el ectricity distribution services makes consumers vulnerable to being harmed
even though their rights have been guaranteed in the Power Purchase Agreement. One form of consumer
loss is the incompatibility of providing electric power with the Service Quality Level and the construction of
electricity facilities that are not in accordance with operational standards. The absence of guidelinesto
provide compensation mechanisms for electric current that is not in accordance with the Quality-of-Service
level brings losses to consumers. Using a descriptive-normative research method, this thesis analyzes the
legal provisions for the protection of electricity consumers, their supervision, the implementation of court
decisions and the accountability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). From the results of the analysis,
it was found that the Government of Indonesia must provide appropriate compensation and optimize legal
remedies for consumers who are harmed by buying and selling electricity.
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